PEMKAB MANOKWARI ANGGARKAN Rp 60 MILIAR
PEMBEBASAN JALAN BANDARA

PakuanRaya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, mengalokasikan dana sebesar
Rp60 miliar untuk pembebasan lahan yang terkena dampak perubahan jalur jalan dan jembatan
menuju Bandara Rendani. Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyatakan bahwa anggaran ini
akan diambil dari APBD Kabupaten Manokwari dan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2024.
Pembebasan lahan ini perlu dilakukan dalam rangka pekerjaan perubahan jalur yang akan
dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun ini.
Hermus Indou menjelaskan bahwa proyek perubahan jalur jalan menuju Bandara Rendani akan
dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Papua Barat dengan total anggaran dari APBN
mencapai lebih dari Rp400 miliar. Pemkab Manokwari telah melakukan koordinasi dan
sosialisasi dengan pemilik tanah atau bangunan yang terkena dampak langsung dari proyek ini
sebanyak empat kali.

Menurut Hermus Indou, mayoritas warga mendukung pembangunan infrastruktur
strategis ini sebagai bagian dari pembangunan ibu kota Provinsi Papua Barat. Pemkab
Manokwari juga berkolaborasi dengan Universitas Papua (Unipa) dalam penyusunan dokumen
perencanaan pengadaan tanah (DPPT), yang saat ini sudah mencapai 95% kelengkapan. DPPT
ini mencakup detail klarifikasi jumlah dan luas tanah yang dimiliki oleh setiap masyarakat
terkait. Setelah DPPT diselesaikan, langkah selanjutnya adalah penilaian oleh kantor jasa penilai
publik (KJPP) terhadap nilai tanah dan bangunan berdasarkan DPPT tersebut. Hermus Indou
berharap agar seluruh proses ini dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan perubahan
jalur jalan dan jembatan dapat dimulai pada akhir Mei mendatang.

Sumber Berita:

Antara Papua Barat, “Pemkab Manokwari Anggarkan Rp60 Miliar Pembebasan Jalan
Bandara”, tanggal 24 April 2024.



Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Perda.



